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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan Contempt of court di Indonesia 

Peraturan mengenai pelaku tindak pidana di indonesia untuk saat ini 

secara khusus memang belum ada. Namun ada beberapa Pasal dalam 

KUHP dan KUHAP yang menjadi pedoman untuk aparat penegak hukum 

dalam menindaklanjuti proses hukum bagi pelaku tindak pidana Contempt 

of Court. Adalah Pasal 170, 200, 209, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 217, 231, 233, 242, 310, 315, 317, 340, 

396, 397, 398, 420, 422, 520 dan 522 KUHP juga Pasal 217 dan 218 

KUHAP. Pasal-pasal diatas dapat dikelompakan menjadi dua klasifikasi 

menurut unsur-unsur perbuatan, yakni beberapa pasal masuk dalam 

klasifikasi tindak pidana criminal contempt dan beberapa pasal masuk 

tindak pidana civil contempt meskipun di Indonesia sendiri tidak sama 

sekali membedakan hukuman menurut klasifikasi perbuatan. Klasifikasi 

criminal contempt perbuatannya lebih didasari oleh perbuatan yang 

langsung. Perbuatan yang dilakukan untuk mencegah jalannya 

persidangan. Sedangkan civil contempt lebih kepada perbuatan yang 

melanggar administrasi peradilan dan didasari perbuatan tidak langsung. 

Untuk selanjutnya munculnya desakan mengenai harus ada secara mandiri 

mengenai Contempt of court sudah sangat gencar. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya pertambahan yang terus menerus tentang kasus penghinaan 

peradilan dan adanya pengajuan RUU mengenai Contempt of Court yang 
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telah diajukan pada tahun 2015 untuk membahasa khusus mengenai tindak 

pidana penyelenggaraan pengadilan yang di dalamnya mengatur juga 

mengenai Contempt of Court. Dalam RUU sendiri apabila 

diperbandingkan dengan aturan dalam KUHP dan KUHAP justru lebih 

kompleks dalam mengurai segala tindak pidana dan hukuman yang 

dijatuhi sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Pro dan kontra 

yang terjadi mengenai munculnya RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan 

Pengadilan tidak menjadi kendala untuk sebagian oknum yang sangat 

setuju apabila dapat di sahkannya RUU tersebut. Adanya kontra yang 

terjadi disebabkan karena bagi sebagian orang akan merasa sangat dibatasi 

dalam berkasus dipersidangan dan menjadi sangat tidak terbuka apabila 

terdapat kesalahan-kesalahan yang perlu dikoreksi dalam persidangan dan 

terlebih dilihat bahwa hakim akan semakin menjadi dan berkuasa atas 

jalannya persidangan. Adapun alasan lain ialah karena Indonesia adalah 

negara yang menganut sistem non adversary model –inqositurial yang 

mana hakim sudah sangat memiliki kekuasaan yang luas dalam 

persidangan.  Namun hal ini dapat dibantah dengan mempertimbangkan 

bahwa perlu adanya peraturan-peraturan tegas dan sanksi-sanksi yang 

tepat demi kelancaran tugas peradilan dan menjunjung tinggi martabat 

peradilan di Indonesia.  
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2. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Contempt of court di 

Indonesia  

Proses penegakan hukum Contempt of Court untuk saat ini masih 

berlandaskan dengan peraturan dalam pasal-pasal pidana yang tersebar di 

KUHP dan KUHAP yang sudah ada. untuk segala prosesnya juga 

dilakukan seperti halnya tindak pidana umum seperti biasa. Tidak ada 

perlakuan atau proses hukum yang khusus untuk kasus Contempt of 

Court. Semua aparatur ikut berperan dalam proses hukum pelaku tindak 

pidana Contempt of Court. Meskipun ada beberapa kasus yang tidak 

ditindak secara tegas dan hanya dilihat sebagai ekspresi dalam 

persidangan, jika memang sudah sangat mengganggu dan merugikan 

lingkup peradilan, maka secara sah dapat diproses hukum oleh aparat. 

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang masuk 

dalam klasifikasi criminal contempt. Dimana segala bentuk tindakannya 

adalah mereka yang tidak menghormati jalannya persidangan dan 

berperilaku anarkis tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam lingkup 

persidangan. Ada beberapa kasus yang dengan sangat baik ditindak 

lanjuti dan benar-benar memberikan sanksi kepada pelaku. Namun justru 

lebih banyak kasus yang tidak diupayakan penegakan hukumnya. Upaya 

hukum yang dilakukan saat ini terhadap pelaku adalah yang akan ditindak 

tegas dan bersalah adalah yang melakukan tindak pidana yang cukup 

berat dan merugikan. Apabila dianggap hanya sebatas protes dan tidak 
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mengancam nyawa seseorang maka pelaku tidak dijatuhi hukuman dan 

tidak bersalah.  

Upaya secara preventif yang dapat dilakukan untuk lebih 

mempertegas bagi para pelaku adalah dengan disegerakannya perumusan 

peraturan khusus atau undang-undang Contempt of court di Indonesia 

yang menjelaskan lebih detail agar dapat ditindaklanjuti lebih optimal. 

Untuk upaya lain adalah peningkatan Profesionalisme-Akuntabilitas 

Aparat Penegak Hukum. Pelatihan-pelatihan dapat dilakukan khusus 

untuk lebih menambah profesionalitas para aparatur agar dapat bekerja 

lebih maksimal. Pengamanan yang baik akan menghasilkan proses 

peradilan yang baik pula. Pemkasimalan penjagaan akan memperkuat 

proses peradilan dan akan dilihat menjadi sesuatu yang benar-benar harus 

dijunjung tinggi. 

B. Saran 

Setelah menelaah dari tulisan diatas, bahwa urgensi mengenai harus 

segera di sahkannya peraturan Contempt of Court adalah tindakan yang 

sangat tepat. Dalam hal ini pemerintah seharusna tidak berlarut-larut dalam 

mempertimbangkan RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan 

karena sangat dirasa perlu untuk menjunjung kedudukan peradilan di 

indonesia. Jika segala bentuk tindak Contempt of Court hanya dipandang 

sebelah mata, maka selama belum adanya peraturan tersendiri yang 

mengatur akan sangat memungkinkan terus terulang kembali kasus 

Contempt of Court dengan melihat sanksi yang juga tidak menjerakan. 
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Kewibawaan peradilan akan sangat menurun dan lama kemudian akan 

diremehkan khususnya dalam pandangan masyarakat yang mencari 

keadilan di bangsa ini.   Untuk itulah koordinasi antar lemabag dalam 

pemerintah harus segera bertindak demi menyelamatkan kedudukan 

peradilan sebagai roda yang menjalankan penegakan hukum di Indonesia. 
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